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ABSTRACT

Ketimpangan dalam perkembangan wilayah seringkali terjadi, di mana kota-kota besar semakin
dominan dan kota-kota kecil justru semakin tertinggal. Di sisi lain, kota-kota kecil tersebut
memiliki potensi untuk berkembang hingga mencapai tingkat tertentu.

Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai tipologi kota-kota kecil tersebut berdasarkan
pada ukuran, jenis, dan spesialisasinya. Alat analisis yang digunakan adalah metode LQ,
Indeks sentralitas, dan Tipologi Klassen. Lokasi studi adalah kota-kota kecamatan yang terletak
di koridor Semarang-Yogya-Solo, yang terdiri atas 26 kota kecil. Analisis yang dilakukan
meliputi analisis pemusatan wilayah, tipologi kota, dan spesialisasi kota. Hasil analisis
menunjukkan bahwa pemusatan terjadi di dua titik, yaitu di kecamatan Depok (Sleman) dan
Magelang tengah. Hasil analisis spesialisasi kota menunjukkan bahwa lima kota yang
mempunyai spesialisasi di sektor primer, yaitu Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan
Megelang Tengah. Kota-kota lain menunjukkan spesialisasi di sektor sekunder dan tersier. Hal
ini berarti bahwa kota-kota kecil di sepanjang koridor Joglosemar telah mengalami transformasi
dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Sedangkan hasil analisis tipologi Klassen

menunjukkan bahwa 14 kota kecamatan termasuk dalam kategori progresif dan berkembang.

Kata kunci: tipologi kota, kota kecil, Joglosemar

1. Pendahuluan

Selama ini, konsep pengembangan
wilayah  menganut  konsep  kutub
pertumbuhan. Konsep ini  menurut
Douglass (1998) dilakukan dengan jalan
mengalokasikan investasi yang tinggi di
sektor industri di pusat kota yang besar.
Harapannya, pertumbuhan ekonominya
dapat menyebar dan membangkitkan
pembangunan wilayah di sekitarnya
(spread effect). Namun yang terjadi
justru sebaliknya, yaitu efek polarisasi
lebih besar daripada penyebaran.

Efek polarisasi membentuk pola
keterkaitan berupa interaksi langsung
melalui kota-kota antara (kota kecil atau
menengah). Hal ini mengakibatkan kota
besar makin berkembang, antara desa
dengan kota utama, tanpa sementara
kota kecil cenderung makin menurun
peran dan fungsinya karena segala
sumberdaya terserap ke kota besar.

Secara hirarkis, kota kecil mampu

menahan dominasi kota besar, dan
berfungsi  sebagai pusat  proses
transformasi di perdesaan (Pradhan,
2003). Namun pendapat lain
menyatakan bahwa kota kecil tidak
mampu  berperan  sebagai  pusat
pelayanan perdesaan di sekitarnya.

Salah satu fenomena yang terjadi adalah
terjadinya pergerakan penduduk dari
desa ke kota-kota besar (Dias, 1984
dalam Pradhan, 2003). Hal ini
membuktikan bahwa ada kesenjangan
yang mengakibatkan kota kecil tidak
mampu  berperan  sebagai  pusat
pelayanan bagi desa-desa di sekitarnya.

Demikian pula dalam konsep
pengembangan kawasan strategis
Joglosemar, keberadaan kota-kota kecil
diharapkan  mampu menjadi counter
magnet bagi perkembangan kota-kota
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utama, yaitu Semarang, Yogyakarta, dan
Surakarta.

Kecenderungan polarisasi
dikhawatirkan terjadi pada koridor
tersebut, sehingga perlu dilakukan

identifikasi bagaimana fungsi kota-kota
kecil di koridor tersebut.

2. Metodologi

Obyek penelitian sesuai dengan
ruang lingkup yang telah dijelaskan
adalah kota-kota kecil yang terletak di
Kawasan Joglosemar. Dalam penelitian
semua kota kecil yang termasuk dalam
wilayah administratif 6 (enam) kabupaten
(Semarang, Sukoharjo, Klaten, Sleman,
Magelang, dan Temanggung) dan 6
(enam) kota (Semarang, Salatiga, Solo,
Klaten, Yogyakarta, dan Magelang).

b. Model sektor basis

Perhitungan LQ akan menghasilkan
informasi mengenai sektor basis yang
dimiliki oleh suatu wilayah. Rumus untuk
mengidentifikasi sektor basis adalah
sebagai berikut:

Py :

Pl

Berdasarkan hasil perhitungan
tersebut, jika LQ = 1 adalah sektor basis,
yaitu sektor yang sudah mampu
memenuhi kebutuhan permintaan pasar
di dalam wilayah dan juga diekspor ke
luar wilayah. .Namun jika nilai LQ <1,
berarti sektor non-basis. Artinya bahwa
sektor tersebut hanya mampu memenuhi

TABEL 1. VARIABEL DAN DATA

Variabel Data Sumber Data
Pemusatan wilayah Jumlah dan Jenis fasilitas BPS
Spesifikasi kota PDRB BPS
Tipologi kota LPE, Pendapatan per kapita BPS
Variabel yang dibutuhkan berupa kebutuhan permintaan di dalam wilayah.

data statistik dari masing-masing kota
yang dirinci dalam data desa, seperti
dalam tabel.

Penelitian ini menggunakan model
kuantitatif, sebagai berikut:

a. Model pemusatan wilayah
Model ini dibuat berdasarkan
Indeks Sentralitas Marshall.
Sentralitas  adalah  matriks  yang
menunjukkan fungsi-fungsi pelayanan
yang tersebar di wilayah studi, dalam
kaitannya dengan berbagai aktivitas
penduduk/masyarakat, untuk
mengetahui struktur/hirarki pusat-pusat
pelayanan yang ada dalam suatu
wilayah  perencanaan pembangunan
(Riyadi, 2003).

rumus
Indeks

c. Analisis Diskriminan

Analisis diskriminan merupakan metode
statistik untuk mengelompokkan obyek
penelitian berdasarkan asumsi tertentu.
Dalam penelitian ini, asumsi yang
digunakan adalah bahwa hirarki kota
akan semakin tinggi jika fasililitas
semakin lengkap. Asumsi itu kemudian
dibandingkan dengan variabel penentu
lain, yaitu karakteristik sosial kota-kota
kecil. Hasilnya akan menunjukkan
perbedaan hirarki antara asumsi dengan
kondisi riil.
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3. Temuan
A. Sistem Perwilayahan Berdasarkan
Penilaian Aspek Fasilitas
Wilayah akan saling terkait satu sama
lain. Keterkaitan antar wilayah
diharapkan terjadi dalam  bentuk
keterkaitan yang sinergis dan bukan
saling melemahkan (Anwar danRustiadi,

2003). Wujud dari keterkaitan fisik
adalah adanya hirarki pemusatan
wilayah. Hirarti pemusatan wilayah

menunjukkan tingkat pemusatan suatu
wilayah, dengan asumsi bahwa akan
terjadi keterkaitan fisik  Analisis
pemusatan wilayah dilakukan
menggunakan data potensi desa,
dengan  variabel jumlah fasilitas
pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Ketersediaan fasilitas sosial ekonomi
merupakan salah satu variabel yang
dapat mencerminkan sifat kekotaan di
suatu wilayah. Dalam kaitannya dengan
aksesibilitas maka dipahami bahwa di
wilayah dengan derajat aksesibilitas
yang tinggi akan lebih banyak ditemukan
fasilitas sosial ekonomi dibandingkan
dengan  wilayah  dengan  derajat
aksesibilitas yang rendah. Sama halnya

dengan preferensi penduduk untuk
bermukim di lokasi dengan derajat
aksesibilitas yang tinggi, maka fasilitas
sosial ekonomi yang merupakan bagian
dari fungsi-fungsi kekotaan ini juga
memiliki preferensi untuk menempati
lokasi-lokasi dengan derajat aksesibilitas
yang tinggi. Hasil analisis pemusatan
wilayah dapat dilihat pada tabel 2.

Jika ditinjau dari distribusi spasial,
maka pada koridor ekonomi Joglosemar
terdapat dua konsentrasi tempat pusat
dengan hirarki tinggi, yaitu di bagian
tengah dan utara koridor Joglosemar
(Gambar 2). Bagian tengah terdiri atas
Kecamatan Depok (hirarki 1), Kalasan
(hirarki 1), Mlati dan Prambanan (hirarki
[Il). Sedangkan di bagian utara adalah
Kecamatan Magelang Tengah. Hal ini

TABEL 2. HIRARKI KOTA KECIL DI
KORIDOR JOGLOSEMAR

Hirarki Kota
I Depok
I Kalasan
Il Prambanan, Mlati,
Magelang Tengah
v Kota-kota lainnya

PETA ANALISIS PEMUSATAN WILAYAH

SKALA1:500.000

PRy 032565 13 195 26
O — —

GAMBAR 2. PEMUSATAN WILAYAH DI
JOGLOSEMAR
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menunjukkan bahwa pola yang terbentuk
adalah regional multinodal system. Pola
ini menunjukkan adanya hirarki menurun
pada tingkat lokal dengan munculnya
simpul-simpul  baru yang mampu
berkompetisi dengan simpul lama.
Dalam regional multinodal system,
terdapat lebih dari satu simpul kota
tradisional. Kota tradisional adalah kota
yang sejak awal mempunyai tingkat
perkembangan lebih tinggi dibanding
kota lain dan menjadi pusat pelayanan
wilayabh.

Simpul-simpul baru dalam di koridor
Joglosemar adalah kecamatan Magelang
Tengah, Mlati, Kalasan, dan Prambanan.
Kota-kota tersebut memang merupakan
kota-kota cepat tumbuh.

Meskipun kota-kota ini berkembang
dengan pesat, namun peran kota
tradisional masih dominan sebagai pusat
aktivitas dan aliran komoditas, (Kota
Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta).
Namun dalam tataran lokal mulai terjadi
aliran horisontal di luar simpul. Aliran ini
lebih merata dibandingkan pada sistem
nodal. Pola ini menunjukkan integrasi
antar pusat kota dalam tingkat yang lebih
tinggi. Pada pola ini juga terjadi pola
multinodal dalam tataran lokal. Aliran

antar daerah pada tingkat lokal sudah
benar-benar terjadi, sedangkan aliran
antar simpul dalam konstelasi regional
juga telah terbentuk. Secara skematis,

pola  regional  multinodal  system
ditunjukkan pada gambar 3.

Dalam gambar tampak bahwa
hubungan hirarkis antar kota telah

terbentuk dalam sistem perwilayahan di
koridor Joglosemar. Jika ditinjau secara
spasial, distribusi tersebut belum merata.
Hal ini dapat dilihat pada kutub Surakarta
dan Semarang, yang tidak memiliki kota-
kota dengan hirarki 1l dan I1ll. Hasil
tersebut terjadi karena dalam penelitian
ini tidak membahas kota-kota di luar jalur
regional, sehingga mungkin kota-kota
hirarki 1 dan [l di sekitar kutub
pertumbuhan Semarang dan Surakarta
terdapat pada kota-kota tersebut.

a. Spesialisasi Kota
Wilayah sebagai pusat pertumbuhan

harus mempunyai tiga karakteristik

(Tarigan, 2004), yaitu:

1. Hubungan internal dari berbagai
sektor

O . Kota Semarang

@ Kota hirarki |

@ Kota hirarki Il dan 111
O Kota hirarki IV

urakarta

Sumber:Analisis, 2013

GAMBAR 3. POLA MULTINODA REGIONAL SYSTEM DI
KORIDOR JOGLOSEMAR
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PETA ANALISIS FUNGSI KOTA
SEKTOR PRIMER

Y SKALA 1:500.000
i ‘éﬁ’ 0 32565 13 195 26
s K

m

Legenda
#N\S Beas Provns KARA oM
ten

GAMBAR 4. DISTRIBUSI SPESIALISASI SEKTOR PRIMER
DI KORIDOR JOGLOSEMAR

2. Keterkaitan antar sektor yang
menghasilkan efek pengganda
(multiplier effect)

3. Konsentrasi  geografis  berbagai
sektor sehingga menciptakan
efisiensi.

Wujud spesialisasi kota adalah sektor
ekonomi yang mendominasi aktivitas
ekonomi kota tersebut. Spesialisasi kota
kecil diidentifikasi dengan menggunakan
metode LQ, yaitu untuk mengidentifikasi
sektor basis dan non basis dalam suatu
wilayah. Teknik perhitungan dengan
membandingkan  pendapatan  sektor
dalam suatu wilayah dengan pendapatan

sektor dalam wilayah acuan. Dalam

perhitungan  tersebut, data yang

digunakan adalah data PDRB
berdasarkan sektor ekonomi yang
meliputi:

1. Sektor primer:  Sektor Pertanian,
Sektor Pertambangan dan
penggalian

2. Sektor sekunder:  Sektor  Industri

pengolahan, Sektor Listrik, gas, dan
air bersih, Sektor Bangunan

3. Sektor tersier : Sektor Perdagangan,
hotel, dan restoran, Sektor
Pengangkutan dan  Komunikasi,
Sektor Keuangan, sewa, dan jasa
perusahaan, Sektor jasa

Dari perhitungan LQ, diperoleh hasil
bahwa sektor primer masih menjadi
sektor basis di sebagian besar kota kecil
yang terletak di koridor Joglosemar
(Tabel 3) . Namun sektor sekunder dan
tersier (non perdesaan) juga mulai
berkembang pada koridor ini. Hal ini
berarti bahwa kota-kota kecil pada
koridor Joglosemar. Distribusi sektor
dominan tersebut dapat dilihat pada
gambar 4 dan 5. Hasil perhitungan LQ
menunjukkan bahwa sektor primer
tersebar hampir di seluruh koridor,
keculai bagian tengah (wilayah
Magelang dan Sleman). Sedangkan
konsentrasi sektor tersier berada pada
bagian utara dan tengah koridor
ekonomi. Pada bagian utara terdapat di
wilayah Bawen, Bergas, dan sekitarnya.
Sedangkan bagian tengah adalah
wilayah Magelang dan Sleman
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b. Analisis Tipologi Kota

Berkaitan dengan strategi
pengembangan wilayah, perlu diketahui
bagaimana distribusi tipologi perkotaan
yang terdapat di koridor Joglosemar.
Tipologi kota merupakan hasil
penyimpulan terhadap pendapatan per
kapita dan laju pertumbuhan ekonomi.
Data untuk analisis tipologi kota adalah
sebagai berikut:

Analisis  tipologi  kota
dengan cara membandingkan laju
pertumbuhan ekonomi dan laju
pertumbuhan penduduk kota kecamatan
di koridor Joglosemar. Berdasarkan
besarnya pendapatan per kapita dan laju
pertumbuhan ekonomi tersebut, dapat
dihasilkan tipologi kota dengan klasifikasi
sebagai berikut:

1. Kuadran | : Kota maju

2. Kuadran II: Kota maju tertekan
3. Kuadran lll: Kota berkembang
4. Kuadran IV: Kota terbelakang

dilakukan

Tipe Il Tipe I (Maju)
(Maju Tertekan) 1. Kartasura
1. Mlati 2. Depok

2. Magelang Tengah
3. Magelang Utara
4. Mungkid

5. Karanganom

3. Ungaran barat
4. Ungaran Timur
5. Prambangan

6. Berbah

. LPE,
) _ rata-rata

Tipe IV (Terbelakanp) Tipe Il

1. Delanggu (berkembang)

2. Pringsurat 1. Bawen

3. Jogonalan 2. Kalasan

4. Jambu 3. Tempel

5. Salam 4. Secang

6. Polanharjo 5. Berbah

\ 4

Pendapatan per kapita,
Rata-rata 10,55 juta per

GAMBAR 6. TIPOLOGI KOTA

Berdasarkan hasil analisis, dapat
diketahui  distribusi  masing-masing
kecamatan dalam kuadran tipologi kota
(gambar 6). Pendapatan per kapita
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TABEL 3. PENDAPATAN PER
KAPITA DAN LPE

mempunyai rata-rata Rp. 10.550.000,-
per tahun, sedangkan laju pertumbuhan

KECAMATAN Pendpt/kapita LPE ekonomi rata-rata adalah 1,73% per
(ratusan ribu) tahun.
VI 965 189 Berdasarkan hasil_ perhitungan
Magelang Tengah 9.74 227 tersebut, kota-kota di korldor_JogIosemar
Magelang Utara 9,66 2,01 termasuk ke dalam kategori kota yang
Kartasura 24.86 221 maju dan berkembang. Pada kota-kota
Muntilan 9,00 1,75 maju, pendapatan per kapita dan laju
Delanggu 926 09 pertumbuhan ekonomi berada di atas
Depok 15,40 3,3 nilai rata-rata. Sedangkan pada kota-
Ungaran Barat 13,15 2,51 kota yang berkembang, pendapatan per
Mungkid 9,90 2,07 kapita di bawah rata-rata namun laju
Karanganom 8,90 1,98 pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata.
Secang 10,30 1,71
Jogonalan 6,18 0,57 Distribusi spasial dari hasil analisis
Prambanan 11,23 18 tersebut menunjukkan bahwa distribusi
Salam 8,90 0.9 kota-kota dengan klasifikasi kota yang
Polanharjo 6,78 0,78 maju berada pada tiga simpul (Gambar
Mertoyudan 9,20 174 7), yaitu utara (dekat kota Semarang),
Tempel 9.25 156 tengah (dekat Kota Yogyakarta) dan
i:g:?awa iézg 3’111 timur (dekat Kota Surakarta). Hasil
’ ’ analisis ini menunjukkan bahwa tipologi
Bergas 12,13 25 kota dipengaruhi oleh jaraknya terhadap
Magelang Selatan 8,98 1,98 .. .
Ungaran Timur 10,30 11 kqta besar. Hal ini. berarti bahwa pusat
Pringsurat 5.60 0.67 wilayah berfungS| sebagai tempat
Prambanan 12.80 1.08 terkonsentr.a3| pendgduk (p.e.rmuk|ma.n),
Jambu 6.70 0.77 pasar bag|. koqultl-komod|t| pertanian
Bawen 10,74 135 maupun industri, pusat pelayanan
Kalasan 12.45 134 terhadap daerah hinterland, dan lokasi
pemusatan industri. Sedangkan
.~; & / e
™ ) il | s s e o
»—' - '~\.,,17\II ) ; t T — —
\ S-S H ol
1 ot

GAMBAR 7. DISTRIBUSI TIPOLOGI KOTA DI KORIDOR JOGLOSEMAR

Tipologi
Map

Jalur JOGLOSEMAR
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hinterland berfungsi sebagai pemasok
(produsen) bahanbahan mentah atau
bahan baku, pemasok tenaga kerja,
pemasaran barang dan jasa industri
(Rustiadi, 2006).

4. Kesimpulan

1. Pemusatan wilayah terjadi pada kota-
kota utama, hal ini mengindikasikan
adanya backwash effect. Fenomena
tersebut jika terjadi terus menerus
akan mengakibatkan penyerapan
sumberdaya dari kota-kota kecil ke
kota besar tersebut.

2. Faktor pemusatan wilayah yang
paling dominan adalah ketersediaan
fasilitas ekonomi. Ukuran pemusatan
dengan parameter jumlah fasilitas ini
hanya menunjukkan  pemusatan
berdasarkan banyaknya fasilitas,
tetapi tidak dapat menunjukkan fungsi
fasilitas tersebut.

3. Berdasarkan analisis spesialisasi
wilayah, teridentifikasi adanya
spesialisasi di sektor pertanian. Hal
ini  dapat dilihat pada hasil
perhitungan LQ, yang memiliki angka
> 1,0. Namun keberadaan sektor
pertanian ini tidak didukung dengan
adanya industri pengolahan di
wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan
bahwa  kota-kota  kecil  masih
mempunyai keterkaitan erat dengan
wilayah belakangnya (perdesaan).
Aktivitas ekonomi yang utama masih
didominasi oleh kegiatan di sektor
primer/pertanian.

4. Pada wilayah dengan spesialisasi
sektor industri, diharapkan wilayah
tersebut bearada pada kuadran |
dalam tipologi kota. Namun Kalasan
dan Bawen termasuk di kuadran lI,
meskipun masih masuk kategori
berkembang.

5. Adanya beberapa ketidaksesuaian
tersebut mengindikasikan perlunya
penataan sistem perwilayahan,

terutama sistem yang berbasis fungsi
wilayah.
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